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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis faktor penyimpangan dalam pemilihan penyedia jasa 

konstruksi secara elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Teridentifikasi 29 faktor penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia 

jasa konstruksi secara elektronik yang terdiri dari 25 faktor penyimpangan 

pada proses pemilihan dan 4 faktor sumber daya manusia. 

2. Faktor penyimpangan yang dominan/penting menurut pengguna jasa dan 

penyedia jasa, yaitu: 

a. menurut PPK yang menjadi penyimpangan adalah  

1) Adanya “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka 

kolusi/persaingan tidak sehat (penting). 

2) “Meminjam bendera” (User ID dan Password) perusahaan lain 

untuk mendaftar (penting). 

b. menurut Pokja yang menjadi penyimpangan adalah  

1) “Meminjam bendera” (User ID dan Password) perusahaan lain 

untuk mendaftar (penting). 

2) adanya “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka 

kolusi/persaingan tidak sehat (penting). 

c. menurut penyedia jasa tidak terdapat penyimpangan yang 

dominan/penting dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi secara 

elektronik. 
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d. Menurut responden gabungan “Meminjam bendera” (User ID dan 

Password) perusahaan lain untuk mendaftar merupakan penyimpangan 

yang penting dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yang 

dilakukan secara elektronik, karena secara elektronik password 

dimaksud untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. 

 

3. Adanya perbedaan persepsi di atas dikarenakan rasa kurang percaya 

(untrust) antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan secara 

elektronik. PPK untrust terhadap Pokja, begitupun sebaliknya. Sedangkan 

menurut penyedia penyimpangan tersebut tidak penting dan wajar.  

 

4. Usulan rekomendasi penanganan penyimpangan dalam proses pemilihan 

penyedia jasa konstruksi secara elektronik dilakukan melalui: 

a. Sebagai langkah pencegahan penggunaan password perusahaan lain 

dalam lelang, diperlukan pendampingan dari pengawas internal 

(APIP), pembinaan dan peningkatan kapasitas (capacity building) 

kontraktor lokal, mendorong tumbuhnya kontraktor baru yang siap 

dengan tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi 

dua arah dan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk 

meningkatkan daya saing kontraktor lokal. Selanjutnya diusulkan  

mengganti password menggunakan data forensik, seperti finger print, 

scan wajah/retina yang terintegrasi dengan SPSE. 

b. Pada penyimpangan “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka 

kolusi/persaingan tidak sehat dilakukan dengan meningkatkan 
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profesionalisme dan integritas SDM Pokja agar dapat tegas jika 

mengetahui indikasi pengaturan/persekongkolan. Disamping itu perlu 

kolaborasi antara ULP dengan APIP serta sinergi yang berkala untuk 

mendorong peran asosiasi-asosiasi jasa konstruksi dalam menjaga 

iklim persaingan usaha yang sehat.  

 

5.2 SARAN 

Dari hasil analisis dan kesimpulan, untuk peneitian selenjutnya disarankan 

hal-hal berikut: 

1. Untuk penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup pengadaan diperluas 

dari tahap persiapan hingga serah terima hasil pekerjaan, untuk melihat 

pernyimpangan secara keseluruhan. 

2. Karena penelitian ini melihat persepsi tingkat kepentingan 

penyimpangan, perlu dilakukan penelitian terkait frekuensi 

penyimpangan yang terjadi untuk mengimbangi persepsi terhadap 

kepentingan penyimpangan. 
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